KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR   154 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS 

PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. Bahwa sebagai tindak lanjut Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul nomor 48 Tahun 2000 Tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul, serta untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan tugas Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul perlu menetapkan penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Penjabaran tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

Mengingat :      1.  Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan daerah Istimewa Yogyakarta;(Berita Negara RI tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan  Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Perimbangan Negara yang Bersih Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999  Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 (Berita Nrgara RI tanggal 14 agustus 1950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonomi, (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  27 tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Wajib Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 14 Tahun 2000);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor  48 tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Seri D Nomor 35 Tahun 2000);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANTUL

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul; 

4. Dinas Perhubungan adalah dinas Perhubungan kabupaten Bantul;

5. Kepala Dinas  adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul;

6. Unit kerja adalah unit kerja di lingkungan Dinas Perhubungan yang meliputi Bagian, sub Bagian,Sub Dinas, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB II

PENJABARAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Bagian Tata Usaha

Pasal 2

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan umum, surat-menyurat, perlengkapan, kerumahtanggan,pengelolaan keuangan, administrasi kepegawaian, kehumasan dan bantuan hukum, serta memberikan pelyanan administrative kepada semua Unit Kerja.

.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 2, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. Pengelolaan urusan umum surat-menyurat, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

b. pengelolaan keuangan;

c. pengelolaan administrasi kepegawaian;

d. pelaksanaan kehumasan, pertimbangan bantuan hukum dan dokumentasi hukum.

.

Pasal 4
Bagian Tata Usaha terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum;

b. Sub Bagian Keuangan;

c. Sub Bagian Kepegawaian;

d. Sub Bagian Hukum.

Pasal 5

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas  melakukan urusan umum meliputi surat-menyurat, penggandaan, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan;

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan meliputi penyusunan anggaran ,pembukuan, perbendaharaan dan laporan pertanggungjawaban;

(3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai;

(4) Sub Bagian hukum mempunyai tugas melakukan perumusan rancangan peraturan daerah dan produk hukum lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan kewenangan bidang perhubungan dan memberi pertimbangan bantuan hukum serta kehumasan.

Bagian Kedua

Sub Dinas Biana Program

Pasal 6

Sub Dinas Biana Program mempunyai  tugas menyusun pengembangan system transportasi, pos dan telekomunikasi wilayah dan perkotaan yang terpadu dengan system transportasi, pos dan telekomunikasi Propinsi, penyusunan program kerja dinas, melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran, menyiapkan kegiatan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan di daerah serta penyusunan laporan, pembinaan masyarakat, penetapan pentarifan dan perijinan. 

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 6, Sub Dinas  Bina Program mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana program dan anggaran, analisis kegiatan rutin dan pembangunan bidang perhubungan;

b. Pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi program serta penelitian dan pengembangan perhubungan daerah;

c. Penyusunan pengembangan system transportasi, pos, telekomunikasi, dan informatika;

d. Pengawasan dan pengendalian program kerja dan anggaran;

e. Penyiapan behan kerja sama penelitian dan pengembangan;

f. Penyusunan laporan;

g. Pembinaan kepada masyarakat, penetapan pentarifan dan pelayanan perijinan.

Pasal 8

Sub Dinas Penempatan Kerja dan Perluasan kerja terdiri dari :

a. Seksi Penyuluhan Program, Pengawasan dan Pengendalian;

b. Seksi Data Inventarisasi, Evaluasi dan Pelaporan;

c. Seksi Bina Pelayanan Masyarakat, Pentarifan dan Perijinan.

Pasal  9

(1) Seksi Penyuluhan Program, Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas  menyusun rencana, program dan anggaran,melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan anggaran serta monitoring pelaksanaan kegiatan.

(2) Seksi Data Inventarisasi, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas  mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi bidang perhubungan, mengevaluasi dan menyusun laporan Kegiatan Dinas Perhubungan serta menyiapkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang perhubungan.

(3)  Seksi Bina Pelayanan Masyarakat, Pentarifan dan Perijinan mempunyai tugas melayani masyarakat, menyiapkan bahan penyusunan pentarifan dan me;laksanakan pelayanan, perijinan bidang perhubungan, serta melakukan sosialisassi peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan bidang perhubungan.

Bagian Ketiga
Sub Dinas Perhubungan Darat

Pasal 10

Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai tugas melaksanakan engendalian dan pengawasan manajemen dan rekayasa lalulintas, angkutan serta keselamatan dan teknik sarana   prasarana lalulintas dari angkutan jalan Kabupaten serta pembinaan terhadap asosiasisub sector Perhubungan Darat tingkat daerah.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 10, Sub Dinas Perhubungan Darat mempunyai fungsi :

a. pengendalian da pengawasan manajemen dan rekayasa lalulintas;

b. penyusunan rencana penetapan jaringan transportasi jalan;

c. pelaksanaan pengawasan, pelayanan dan pengendalian kelebihan muatan dan pemanfatan jalan beserta fasilitasnya;

d. perencanaan program dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemasngan pemeliharaan alat pengawasan  dan alat pengaman ( rambu-rambu) lalulintas tingkat Kabupaten;

e. penetapan standar batas maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertip pemanfaatan antar Kabupaten/Kota;

f. perencanaan dan pelaksanaan penetapan lokasi, pengelolaan tempat parkir, terminal, tempat pengujian kendaraan bermotor serta jembatan timbang;

g. pembinaan asosiasi sub sector Perhubungan Darat tingkat daerah.

Pasal 12

Sub Dinas Perhubungan Darat terdiri dari :

a. Seksi Lalulintas;

b. Seksi Angkutan Darat;

c. Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana.

Pasal 13

(1) Seksi Lalulintas mempunyai tugas mengumplkan dan menyiapkan bahan penyusunan jaringan transportasi jalan Kabupaten, menyiapkan rencana penetapan lokasi dan pengelolaan tempat parkir, halte, penyelenggaraan pemberian SIM, BPKB, STNK, pemantauan dan analisis daerah rawan kecelakaan;

(2) Seksi Angkutan Darat mempunyai melaksanakan penyiapandan pengaturan tayek, menyiapkan bahan penetapan perijinan, pelayanan dan pengolahan kelebihan muatan, penetapan standar batas maksimum dan berat kendaraan pengangkutan barang di daerah, pengelolaan terminal;

(3) Seksi Keselamatan dan Teknik Sarana mempunyai tugas melaksanakan pemasangan dan pemeliharaan alat pengawasan dan pengamanan (rambu-rambu) lalulintas jalan Kabupaten, melaksanakan bimbingan keselamatan, melakukan pemantauan dan analisis daerah rawan kecelakaan lalulintas dan melakukan pemantauan serta analisis unjuk kerja operasional sarana prasarana perhubungan darat dan mengadakan pengawasan teknik penyelenggaraan prasarana perhubungan darat di daerah.

Bagian Keempat

Sub Dinas Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi

Pasal 14

Sub Dinas Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengawasan system prosedur pelayanan jasa pelabuhan, pemberian ijin keruk lebih kecil dari 50.000M3 dan reklamasi lebih kecil dari 2 Ha, pemberian ijin usaha kegiatan salvage serta memberikan rekomendasi kegiatan pekerjaan bawah tanah dalam perairan 0-4 Mil laut, memberikan rekomendasi penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan-bangunan di kawasan keselamatan operasi penerbangan setelah dikoordinasi dengan penyelenggaraan bandara serta menberi bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat di sekitar bandara serta melaksanakan pengawasan dan pemberian ijin jasa pos, telekomunikasi dan informatika.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan  tugas sebagaimana dimaksud pasal 14, Sub Dinas Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi mempunyai fungsi :

a. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan opeasional angkutan laut;

b. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan opeasional pelabuhan;

c. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan opeasional keselamatan pelayaran;

d. Pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan;

e. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan opeasional di sekitar kawasan keselamatan operasi penerbangan;

f. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan opeasional jasa pos dan telekomunikasi serta teknologi informatika;

Pasal 16

Sub Dinas Perhubungan Laut, Udara, Pos dan Telekomunikasi terdiri dari :

a. Seksi Angkutan Laut;

b. Seksi Angkutan Udara;

c. Seksi Pos, Telekomunikasidan Teknik Informatika.

Pasal 17

(1) Seksi Angkutan Laut mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayaran local,bongkar muat, ekspedisi muatan kapal laut lainnya, fasilitas jasa pengurusan transportasi dan penunjang angkutan laut dan tenaga kerja bongkat muat, penetapan kebijaksanaan tatanan dan perijinan pelabuhan Kabupaten, kegiatan pemeliharaan fasilitas dan peralatan pelabuhan, pendalaman kolam/pengerukan alur  pelayaran serta pelaksanaan kegiatan keselamatan kapal, pelayaran dan pelabuhan.

(2) Seksi Angkutan Udara mempunyai tugas menyiapkan dan mengumpulkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan angkutan udara di Kabupaten, bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat, rekomendasi penertiban Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi bangunan-bangunan di kawasan keselamatan operasi penerbangan.

(3) Seksi Pos, Telekomunikasidan Teknik Informatika mempunyai tugas melakukan analisis data, menyiapakan dan mengumpulkan bahan pengendalian,  pengawasan dan evaluasi kegiatan jasa pos, telekomunikasi dan teknologi informatika, pembrian Ijin usaha jasa pos dan telekomunikasi serta pembinaan operasional jasa pos, telekomunikasi dan teknologi informatika di daerah.

Bagian Kelima

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus membantu kepala Dinas sesuai dengan kebutuhan dan  keahliannya;
(2) Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah petugas dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
(3) Jumlah petugas jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
(4) Pembinaan terhabap petugas jabatan fungsional dilakukan sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku;
BAB III

URAIAN TUGAS

Pasal 19

Uraian tugas masing-masing Unit kerja diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Semua ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan Keputusan ini diadakan penyesuaian.

Pasal 21

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.










       Ditetapkan di Bantul










       Pada tanggal 8 Mei 2001











BUPATI BANTUL,










          M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul

Pada tanggal 21 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,






A S H A D I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

SERI D NOMOR 34 TAHUN 2001

